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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 
1. Bahwa putusam pidana nihil Terdakwa Heru Hidayat tersebut keliru. 

Seharusnya, putusan mati sebenarnya  paling proporsional dan sesuai tuntutan 
keadilan masyarakat mengingat perbuatan Heru Hidayat sangat merugikan 
negara, masyarakat dan nasabah secara berulang pada Jiwasraya dan Asabri. 
Sehingga,  seandainya hakim tidak sependapat dengan tuntutan mati oleh 
Jaksa Penuntut Umum, mestinya hukuman penjara seumur hidup secara 
bersyarat lebih memenuhi ketentuan hukum acara KUHAP karena tetap jatuhi 
hukuman pidana dan bukan nihil sebgaimana putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt Pst dengan Terdakwa 
Heru Hidayat juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 4/Pid.Sus/TPK/2021/PT.DKI juncto 
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2931 K/Pid.Sus/2021 menguatkan putusan 
sebagaimana di atas dapat disimpulkan kedua putusan perkara tindak pidana 
korupsi tersebut terhadap terdakwa Heru Hidayat tidak memiliki kepastian 
hukum atas penerapan norma hukum KUHP dan KUHAP yang berujung tidak 
terpenuhinya keadilan substantif atas putusan tersebut. 

2. Bahwa akibat hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 
30/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Jkt.Pst juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI 
Jakarta Nomor :4/Pid.Sus/TPK/2021/PT. DKI juncto Putusan Mahkamah 
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Agung Nomor: 2931 K/Pid.Sus/2021 perkara tindak pidana korupsi PT Asabri 
oleh Terdakwa Heru Hidayat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat 
dengan dinyatakan oleh hakim kesalahan perbuatan terdakwa telah terbukti 
namun dijatuhi hukuman tanpa adanya pidana dan Kejaksaan Agung dapat 
melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atas putusan 
tersebut di atas. Sebab, tindak pidana korupsi oleh heru Hidayat tersebut 
menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 22.788.566.482.083,00 (dua puluh 
dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh 
enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah), di 
mana atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati Terdakwa 
Heru Hidayat sebesar Rp 12.643.400.946.226 (dua belas triliun enam ratus 
empat puluh tiga miliar empat ratus juta sembilan ratus empat puluh enam ribu 
dua ratus dua puluh enam rupiah).  
 

B. Saran  
1. Sejatinya hakim memiliki kecermatan dan ketelitian serta memahami nilai-

nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sebab tujuan hukum itu 
sendiri adalah untuk mencapai keadilan yang seutuhnya, yaitu keadilan 
prosedural dan keadilan substantif dengan memperhatikan norma-norma 
hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

2. Terhadap putusan nihil Terdakwa Heru Hidayat sangat menciderai rasa 
keadilan masyarakat. Kerugian negara yang mencapai sebesar                                  
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Rp 22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh 
delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua 
ribu delapan puluh tiga rupiah), dengan pertimbangan hakim yang menyatakan 
bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah justru diputus 
tanpa adanya pidana sebagaimana yang dakwaan jaksa penuntut umum. 
Sehingga, akibat hukum yang timbul adalah kekeliruan dalam penerapan 
hukum dan keadilan masyarakat tidak terpenuhi. Sehingga sudah selayaknya 
Kejaksaan Agung melakukan upaya hukum luar biasa yaitu, peninjauan 
kembali atas ditolaknya kasasi yang telah diajukan ke Mahkamah Agung. 
Langkah tersebut telah sesuai dengan wewenang yang dimiliki berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juncto KUHAP. 

3. Diperlukannya revisi ataupun Uji Materi terhadap terhadap Pasal 67 KUHP, 
untuk terciptanya kepastian hukum. Dengan menambahkan Pasal-pasal 
apabila keadaan seperti penulis gambarkan dalam Tesis ini, yaitu dengan 
manambahkan ayat pasal dengan menitikberatkan kepada pidana pemberatan 
atau lebih tinggi pidananya dibandingkan dengan putusan tindak pidana 
pertama, serta dengan menambahkan ayat pasal terhadap putusan tindak 
pidana kedua, dianggap sama atau sejajar dengan putusan tindak pidana 
pertama sebelum dilakukan Peninjauan Kembali.  
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